
Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur
No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Usulan Pengajuan Raperda dari Perangkat Daerah Pengusul Raperda;

2. b. Naskah Akademik;

3. c. Draft Raperda yang akan diajukan;

4. d. Softcopy Naskah Akademik dan Draft Raperda yang akan diajukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perangkat Daerah mengajukan surat usulan Raperda kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk 

selanjutnya dibahas di Biro Hukum sebelum diajukan ke Sekretariat DRPD.

2. 2. Pembahasan usulan-usulan Raperda yang diajukan oleh Perangkat Daerah oleh Biro Hukum.

3. 3. Pembuatan Surat Usulan Raperda oleh Gubernur melalui Biro Hukum kepada Pimpinan DPRD 

melalui Sekretariat DPRD.

4. 4. Pembahasan Usulan Raperda di tingkat Badan Legislasi Daerah diikuti dengan penjadualan 

pembahasan Raperda di Badan Musyawarah.

5. 5. Pembuatan Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda yang akan disampaikan di Rapat 

Paripurna diikuti dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap Raperda.

6. 6. Pembuatan Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD yang disampaikan 

melalui Rapat Paripurna.

7. 7. Pembahasan Raperda dalam Panitia Khusus diakhiri dengan Pleno DPRD dan Penandatangan 

Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.

8. 8. Pembuatan Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi terhadap Raperda kepada Kementerian Dalam 

Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, disampaikan disertai Persetujuan Bersama antara 

Gubernur dengan pimpinan DPRD dan Draft Raperda hasil Pleno DPRD.

9. 9. Pembahasan dalam Badan Legislasi Daerah terhadap hasil Evaluasi: a. apabila hasil 

Fasilitasi/Evaluasi memerintahkan Pengesahan Raperda maka Raperda dapat disahkan menjadi Perda; 

atau b. hasil Fasilitasi/Evaluasi Raperda ditolak maka Raperda harus dibatalkan.

10. 10. Pembuatan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda yang ditetapkan menjadi Perda.

11. 11. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.
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Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. 1 (satu) hari kerja untuk pembuatan Surat Usulan, Nota Pengantar, Surat Permohonan 

Fasilitasi/Evaluasi, dan Pendapat Akhir Gubernur

2. 3 (tiga) hari kerja untuk pembuatan Jawaban Gubernur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Pengaduan Layanan

bag_puujabar@yahoo.com

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
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